68 LEVMBARAN DALRAH
KABUPATEN DARRAH DINCIAT IT MAGETANG

wonox: 3 Tahun 1984 ___ Scrie A llomor 32
=" PERATURAN DALRAIL W dUrA L U0 '_.;":z,(;x;_ 11
MAGELA G ' ,
NOMOR ¢ 11 TH., 1962 f
T.Ll‘lnh

CEMULCUTAN PAJAK PEMBANGUNAN T DIVILAYTAH Fi
BUPAL.l. DAURAI TINGKAT 1I MACLIALT,

DINCAIT . RAIIVAT TUIIAN YAUG IL07L LLOA
BUPLQI LODALA DAFRAI TINGRAL 10 1 AGSLIAIG

Lcaindbang ¢ oa. baiwa Peraturan Daczaly Daer eh [ing-
, kat II Magelang Vomor 13 Liahun 1361
'“a.nL,‘_;al 23 lei l)f‘ "‘f-; ‘tang rengada
- kan dan menarik T 0. ;33_“; angunan 1,
sudah tidak cisuai l s4denzan per-

kembangan dewms ini 3

b, bahwa untuk effisicnci Zalza senge- -
lolaan Paja) Pembansunan I, periu -
di adakan Peraturan yang baru ceba-
sal penggartl dari pada Peraturan -
Dae rah Nomor 18 Talwwn 1961 tersetut.

lengingat : 1, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 -
= tentang Pokok=pokok  Pencrintahan-
di Daerah.

2, Undang-undang Nowox 13 Tahun 1950 -
jo. Peraturan Pemerintoh Nomox 32 -
Tahun 1950 . tentan: Peiventukan Dae
ran-daerah abupaten dalan Linghung
an Propinel Jawa Longodle

3, Undang-=uniang Nomox 14 Llahun 1947 47
Undang-undang Nomor 20 Talmn 1940
tentang Pajak Pembangsuian 1.

b 1

4, Undana—uudnng Nomoxr 32 T-hun 195 -
jo, Peraturan Pemerinitl Nopox 3 Ta

mun 1957 tentang Penyorahan Pajake.

JOy
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Pusat kepada Daerah untuk Pajak Pembangunan I.

5. Undang-undeng Darurat Nomor 11/Drt/1957 tentang
Peraturan Umum Pajak Dacrah.

6« Surat Keputusan bergame lfonteri Dalam Negeri -
dan Menteri Keuangan liomor Jc¢d. 9/9/47-40 tang-
oal 1-2-1962 tentang Penyerahan Pajak Pcmbangun
‘an I kecpada Pemcrintal Doerah Kabupaten Daerah-
Tingkat II Magelang.

.7 « Keputusen Dewan Pervaldlan Rakyat Doerah Kabu-
vaton Daerah Tingkat II Magelang lomor 6/DPRD/
1978 tentang Tata Terivib Dewan Perwakilan Rak -
yat Daersh Kabupatcn Daerah Tingkat II lagelang.

Densan persetujuan Devan Perwakilan Rakyat Daerzh-
itabupaten Dacrap Tingkav II Magelang.

MEMUTUSKAN :°

Tiencivapkan ¢ PIRATURAN DALRAH KABUPATEN DAERAH @ =
TINGKAT TT MAGELANG TENTANG PELUNGUT-
AN PAJAK PINBANGUNAN I DI WILAYAH K&
BUPLTLIT DACRAN TINGKAT IT MAGEIAKRG.

DAB., I
LEUUNTUAN  UMUM
. Pasal 1
Dalam Peraturan Daecralh ini yang dimaksud dengan:

2 . Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten -
-Daerah Tingkat Il llagelang ;
b. Bupati Kepala Dacrah addlah Bupati Kepala Yae -
rah Tingkat II lMagelang ;
c . .Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah adalah Dewan Per
wakilan Rakyat Dacrah Kabupaten Daerah Tingkat-
IT Magelang ;
de PajaKecoseee
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d. Pajak Pembansunan I adalah pungutan yanz dikona,
kan terhadap pengunjung yang melslukan pembayar
an kepada pengusaha/pemililk rumah makan dan  ru
mah penginapan ;

6. Pembayaran ndalah pembayaran guna scvia kamar a
tau pembeliciy makanan dan lain-lain tcimasuk pu
la tvambahan-tambahannya dengan nano onapun juga
kepada Pengusalia/memilik rumnh naian 4zn rumah-
penginapan jans dilakukan oleh pen;evs anzr
tauw pembeli malianan/minurman

£. IDwoch venginapan adalah pcmsa.haar/pcrom; can -
yans E’t’.OﬁpCj.‘GU_;lO.lIC—)I.l/ menyQVlaka.n rv:'ﬂ..:fn. atmi barian
dari rumall gchazal penginopan un vl v g

~. Dunah naken adalah pcerusaehasn/veroransan yang -

o L2

memperguncian bangunan untuk menjual rekanan -

den minuman. .
BAB. II °
, KEUCITUAN PENETAPAN PAJAK
Pagal 2

Dupati Kcoala Daerah menetapkan rumah-rumah
moiten dan rumali-rumah penginapan yang akan dikena-
-1 Pajak Pembanunan £ dengan memasans tanda-tan=—
do yangz dapat dilihat "

sal 3 )
(1) Bupati Kepale Dacrah dapat memberi pembebasan—
un‘cuk[ dikenakan Pagjak Pembangunan I basi rumah

makan dan runall Henginapan yang amat sederhana
wujud dan sifetnya. [ tidak ‘

Ketentuan sobaainana dimaksud ayat (1) pasal-
ini, tidak mengurangi hak Bupati Lepala Daerah
untuk mcnecabut pembebasan terscbut, apabila ke
median ternyato bahwa rumah maken dan rumah -
penginapan itu tidak lagi memennhil syarat-sya-
rat pembebasan yang telah diberikani '
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BAB, IiI
KETENTUAN BESALITYA PAJAK
Pagsal 4

(1) Besarnya Pajak Pembangunan I adalah 104 (ge-
puluh perseratus) darvi jwilah yang harug di-
bayar. olch pengunjung yang melakuken pembs -
yaran kepada pengusaha/pemilik rumah makan -

dan rwnah penginapan,

(2) Atas persetujunn pihak pengusaha/pemilik  ru
noh matan dan rumah penginapan, Bupati Kepa-
1o Dacxah atau Pejabat yang ditunjuk dapat -
menentukan besarnya Pajak Pembangunan I yang
harus dibayarkan setiap minggu, bulan atan -~
setiap jangka wakwu terientus '

_ BAB, IV
KETENTUAN KEWAJIBAN PEVMBAYARAN
PAJAK

é : Pagsal 5

(1) Yang harus membayar Pa?ak Pembangunan I sehe

§ saimana dimaksud ayat (1) pasal 4 Peraturan~
Daerah Ini kepada Pemerintah Daerah adalsh -
para pengusaha/pemilik rumsh maken dan rumah
penginapane '

(2) Dalam hal orang yang harus membayar Pajak =
Pembangunan I sebagaimana dimaksud ayat ()=
pasal 4 Peraturan Dacrah ini tidak memenuhi-

- kewajibannya, maka pengusaha/pemilik rumah -
nakan dan rumah penginapan yang bersangkutan
nendapat hak utama atau barang yang bergerak
milik orang terscbut sampai jumlah pajaknya-
vang harus dibayar, sama dengan yang diberi-
Ikan kepada Kas Negara dalam Peraturan ten -
tang penagihan pajek »najak tidak terdaftax.

<@

[ SRR G (I At

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

T T T

72

Pagsal 6

Surat-surat pembararan bagi yang dilkenalan -
Pajak Pembangunan I dibchaskan dari biaye meterai,-
berdasarkan ketontuan yang termaktub dalom Lab IV -
Peraturan Biaya NMetcrai Tahun 1921,

. DA, v -
KETENTUAL TAIDA/CARA PINVBAVARAN PAJAK
Pasal 7T

[¢ " - .

1)) Pajak Pombgngunan I dipunsut denan mempersuna-
an karcis/tandc onooheyaran yang dikcluarien o
lch Pcmcrintalh Dacwolie / arty

(2) 3Bentuk, macam dan cara penigunain karcis/kartu
tanda pembayaren scba aimana dinaksud ayat (1)-
pasal ini, ditetailan dengan Surat Keputusan Zu
pati Kcpala Dacxrali. S '

Pagal 8° .

(1) Dalan hal pemuzuton Pajak Pembansunan I tidalk-

dapat dilaksanaltan gebagaimerd dimaksud ayst -

(1) pasdl 7 Peraturan Lacrah ini, Bupati Lcpala

Daerah dapat mencnibukan cara pérmnzutannya  de

ncan bentuk lain.

3 )

(2) IZepada pengusaha rnah pengilnapan nilik Lesarza-
atu Pemcrintah, Dunati Kepcla Dacrah dapat nem
beri ijin penyetoran Pajak Ucmbangunan L dilak
sanc.an pada tiawticn bulan kepada Pemerintah-
Dacxall.

(3) Penyctoran Pujal:. Pembangunan I scbagaimana di -
mezeud ayat (2) pasal 4 dan ayat (3’)’ vasal 8§ Pe
raturan Dacrall ini, dilaksanakan selanbet-lanbat
nya 3 (tiga) hari mingeu berikutnya bacl pemba-
yaran mingguan Jan tangcal 10 bulan berilninya-
bagi pembayaran bulmm.n7pembayamn denjan jang-
ka waktu tertentu.
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(4). Penyctoran scsudah lewat vakitu sebagaimans di-
-maksud ayat (3) pasal ini, dilkenakan denda se
besax 105 dari jumlah yang harus digetorkan,

BAB, VI
KO2ENTUAN ADMINISTRASI/DONBURIJAIT PLIAK
Pagal 9

(1) Pengusahe/pemilik rumah meken den rwcah sengi-
, napan jyang dikenakan Pajal: Pezlhonsuman I harus
g menbulukan pencrimaan pendapaien Pajrl 2omba -

ngunan L yang dipungytnya.

Penbuluan penerimaan Pajalt Penbensunen L seha-
raimara dimaksud ayat (1) pasal ini don donda-
bwicti penvetorannya kepada Fcmciiniecl Dacrah,-
rarus dicimpan scbail-bailmys sclana 5 (13‘.:135-
tahun dan wajib dipcrlihatkan kcpada pctugas -
yanz ditunjuk olch Bupati Kepala Daerah vada -

saat-saat pemeriksaan.

Urtuk vertib administrasi Pajak Pembangunan I,
Bupati Kepala Dacrah mcmbuat petunjuk-petunjul
‘praktis.

—‘“'
~~
N

) -
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L

BAB. VII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 10

(1) Pengusaha/pemilik rumah makan dan penginapan -
yang tidak memonuhi kewajibannya scbagaimana =
dimaksud ayat (1) pasal 9 Peraturan Dacrah ini
dikenalan danda sotingegi-ting inya Be25.000,—
( dua puluh lima ribu rupiah ). :

*

(2). Apabila..
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(2) Apabila sctelah diadakan pomcrikeaan oleh petu-
zag yang ditunjuk olch Bupati Kepals Dacrah, -
terdapat Pajak Pembangupan I belum dibayar seba
sian atau seluruhnya, maka kepada pengusaha/pe=
nilik 4 rumah makan dan iuwnah pensincpon dikona
kan denda setingi=tingcinya 1..50,000,=(1lina pu
1w 2ibu mpinhy.

(3) Dalan hal pengusaha/penilili rwiah maken dan po
noinapan memberikan ketcranzen tidak scsuai  de
1 an kenyataannya atau nenuijuldian surat-surat-
palsu, kepadenya dopat divunivutl berdasarkan ke
tenvuan perundangan yang borlasu.

—-—
~

(4) Dalan hal petuzas tidal nclaksanckan tugas kewa
jidan sebagaimana mestinya, maka kepadanya dz -
pat ditwntut sccuai dengan peraturan perundang

an yany berlalku, :

(5) Pcrbuatan sebagaimana dinaksud ayat (1) dan 2
sauw (2) pasal ini adalah »clon-caran, scdans -

crbuatan sebagai dimaksud ayat (3) dan atzu
%4) adalah kejahatan,

BAB, VIIT °
KETENTUA PETAKSATAAR
Pasal 11

Delaksansan Peraturan Dacrah inl discrahkan kepada-
Zuoati Kepala Dacrah.

N

BAB, X
KETENTUALY PUNULUP
Pasal 12

(1) Dcnsen berlakunya Peraturapn Daerah ini, maka Pe
raturan Dacrah ini, maka Peraturan Daeral Xabu-
paten Dacrah Tingkat II lagelang Nomor 18 Tahun
1661 dinyatakan tidak berlala lagi.

(2) Pcraturan Daerah ini mulai berlaku s¢jak tangzal
' diundangkan.,
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DIYETAPKAN DI ¢t MA GETLANG
PADA TANGGAL ¢ 23 DESEMBER 1962,

DUPATI KEPALA DAERAHI TINGKAT II
MAGELAN G,
TTD

(SOEPARDI),~
NIP, 080014354

DEWAIL PERVAKITAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DADRAN TINGKAT II MAGELANG

Ketua,
77D
( F._ SOCNARTO. ).-
NiK.G.3065/A

Tisyahkan dengen SK Mendagri Tgl. 25-1 -1984
Tomor: 973.33-100 Direktorat Jendral Pemerintah
an dan Otonomi Daerahe

Direktur Pembinaan Pemcrintahan Daerah.

79D, Prs.H, SOEMAIZO.

Divndangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Dzerah Tingkat II Magelang No. 3 Tahun 1884 .
771, 1 Juni 1984 Scrie A Nomor 2

Solkretarig Wilayah/Daexah.

D, Drs., WIENFAITO, IXP, 500012795,
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